MobuL 1

FUNGSI DAN PERAN HUKUM SERTA
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
EKONOMI DI INDONESIA

Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH, M.Hum
Lushiana Primasari, SH, MH

ebagai langkah awal mempelajari hukum tindak pidakanomi di

Indonesia, pada modul pertama ini akan diperkenalketeri secara
singkat yang terdapat dalam kegiatan belajar 1 yewegnbahas tentang
Tinjauan Dasar Fungsi dan Peran Hukum dalam PermbangEkonomi di
Indonesia dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomoriesia;. Pada
kegiatan belajar 2 akan disajikan materi yang mémabaiukum Pidana dan
Subjek Hukum Pidana. Kedua materi tersebut sargaitnting, hal ini
dikarenakan sebelum membahas jenis tindak pidaonoeki di Indonesia,
perlulah diketahui dasar fungsi dan peran hukuratdsp ekonomi beserta
arah kebijakan pembangunan di Indonesia. Hal ima#tsudkan untuk
nantinya sebagai dasar mengetahui hal-hal apaasajgng dilarang dan
dapat dikenakan sanksi terhadap kegiatan yang dapatisak stabilitas
ekonomi dan cita-cita bangsa dan negara dalam faéwesekan Rakyat
Indonesia.

Dengan modul 1 yang berisikan dua kegiatan belmjadiharapkan
mahasiswa mengetahui dan memahami fungsi dan pewlom dalam
pembangunan ekonomi di Indonesia serta arah kelmjglembangunan
ekonomi Indonesia beserta memahami Hukum PidanaSddsek Hukum
Pidana.
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KEGIATAN BELAJAR 1

Tinjauan Dasar Fungsi dan Peran Hukum
Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia
dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi

Indonesia

1. TINJAUAN DASAR FUNGSI DAN PERAN HUKUM DALAM
PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Apakah yang dimaksud dengan pembangunan itu? Pegubam dapat
diartikan sebagai perubahan yang positif. Perubataulirencanakan dan
arahnya tertuju pada kemajuan. Perubahan yang e kemunduran
tidak termasuk pembangunan. 1

Oleh karena itu, pembangunan bertujuan untuk meatgsksuatu yang
belum ada menjadi ada. Yang jelek diubah menjadk, bdan yang
kekurangan menjadi kecukupan. Di sini pembangurlakukan bukan dari
segi fisik atau materi saja, melainkan juga membankgualitas manusia.
Jadi, pembangunan bukan hanya membangun gedumag, jaéndungan,
penghijauan, tetapi membangun orang menjadi pirtgmpil, disiplin,
berbudi luhur, dan sebagainya. Dengan mengadakarbag®unan segi
kuantitas dan kualitas dimaksudkan supaya terjadilahan yang seimbang,
sehingga kesejahteraan yang dicita-citakan dap=tgai.2

Dalam melaksanakan pembangunan, kenyataan dilapanigzak
semuanya dapat dilaksanakan dengan sebaik mun§kimpai sekarang
masih ditemukan hambatan-hambatan, terutama ddru@&n manusia yang
kurang atau tidak mendukung pembangunan untuk mekeantungan
pribadi.3

1Gatot Supramono, 1997, Tindak Pidana KorupsiidaBg Perkreditan, Bandung :
Alumni, halaman 1
2Gatot Supramono, 1997, Tindak Pidana KorupsiidaBy Perkreditan, Bandung :
Alumni, halaman 1
3Gatot Supramono, 1997, Tindak Pidana KorupsiidaBy Perkreditan, Bandung :
Alumni, halaman 3
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Keadaan seperti itu terjadi dimana-mana, artingjadedi semua bidang
kehidupan, perbuatan seperti uang semir, suap-rapnyasembuat data fiktif
sudah banyak kita dengar dan bukan merupakan hakba

Perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji sering munddunulnya
perbuatan-perbuatan itu banyak disebabkan oleh gpatndyang tidak
sebanding dengan kebutuhan hidup, juga karena sssaang masyarakat
cenderung bersifat materialistis dan ingin hidugakaOrang yang hartanya
banyak selain hidupnya senang, juga dipandang aebeang yang berhasil
dalam hidupnya.5

Adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi gghin
mengakibatkan kerugian dalam pembangunan, tidalatddipiarkan dan
harus ditanggulangi. Pada zaman pembangunan iniakkejahatan harus
berbanding terbalik dengan kurva pembangunan. Kglambangunan
meningkat, tidak boleh ikut meningkat, karena naddta tidak membangun
kejahatan melainkan membangun keamanan, membangtantitan dan
membangun ketenteraman. Jadi kalau pembangunamghkati sebaliknya
kejahatan harus menurun.6

Untuk dapat menurunkan kejahatan tersebut, perajal@sya harus
melalui saluran hukum, karena negara kita adalajamehukum. Semua
perbuatan harus selali dilandaskan pada hukum. fdugelain berfungsi
mengatur, juga berfungsi untuk memperlancar hubungasyarakat. Oleh
karena itu, hukum dalam zaman pembangunan ini dsddagai sarana
memperlancar perubahan masyarakat.7

Pada era orde baru, para pakar ekonomi, pelakwekpdan penguasa
memandang hukum sebagai penghambat bagi kelangstergalenggaranya
kegiatan ekonomi. Pada waktu itu, hukum tidak dijad sebagai landasan,
pemandu, dan penegak aktivitas dalam bidang ekor¢ahieradaan hukum
dirusak oleh penguasa hanya untuk membela polkénemi Orde Baru
yang mengabdi pada kepentingan ekonomi negaraaegasju dan
konglomerat sertaMulti National Corporation (MNC). Namun setelah

4Gatot Supramono, 1997, Tindak Pidana KorupsiidaBy Perkreditan, Bandung :
Alumni, halaman 3
5Gatot Supramono, 1997, Tindak Pidana KorupsiidaBy Perkreditan, Bandung :
Alumni, halaman 3
6Gatot Supramono, 1997, Tindak Pidana KorupsiidaBy Perkreditan, Bandung :
Alumni, halaman 4
7Gatot Supramono, 1997, Tindak Pidana KorupsiidaBy Perkreditan, Bandung :
Alumni, halaman 5
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adanya krisis moneter yang meluluhlantahkan pei@kiamn beberapa negara
di berbagai belahan dunia, mereka baru sadar ak#n pantingnya
kewibawaan hukum untuk menciptakan iklim ekonomng/&ondusif dan
untuk menarik inventasi.8

Dalam upaya menempatkan hukum sebagai instrumeng lyarwibawa
untuk mendukung pembangunan ekonomi, tampaknya pétahui peran
apa yang dikehendaki oleh bidang ekonomi dari ledsan hukum di
masyarakat. Beberapa pakar ekonomi mengharapkan megabangunan
hukum ekonomi harus diarahkan untuk menampung dksarkegiatan
ekonomi9, dengan menciptakan kegiatan yang efidan produktif1l0, dan
mengandung daya prediktabilitas11.

Douglass C. North, seorang pemenang hadiah nobeht2993 dalam
bidang llImu Ekonomi, dalam essel yang berjuastitutions and Economic
Growth: An Historical Introductionmengatakan bahwa kunci memahami
peranan hukum dalam mengembangkan atau bahkan amepekumbuhan

8Harian Kompas, Kamis 23 september 2004, menyajiftata di manaWorld
Investment Repo004 menempatkan Indonesia pada urutan ke-139darhegara
yang pada saat ini menjadi tujuan investasi di @umdonesia hanya lebih baik dari
beberapa Negara Amerika Tengah dan Suriname, da#@ldm Sulistiyono dan
Muhammad RustamajiHukum Ekonomi Sebagai Panglimdlasmedia Buana
Pustaka, Sidoarjo, 2009, halaman. 17.

9Lihat Djunaedi Hadisumart@ambutan Seminar Sehari Implikasi Reformasi Hukum
Bisnis Terhadap Perekonomian IndonedRenyelenggara Program Studi Magister
Manajemen Universitas Indonesia, 8 Desember 1998nd&di Sulistiyono dan
Muhammad RustamajiHukum Ekonomi Sebagai Panglimdlasmedia Buana
Pustaka, Sidoarjo, 2009, halaman. 18

10Menurut Hernado de Soto, hukum yang baik adal&urin yang menjamin bahwa
kegiatan ekonomi dan sosial yang diaturnya dap@alba dengan efisien, sedangkan
hukum yang buruk adalah hukum yang mnengacaukanm jattru menghalangi
kegiatan usaha sehingga menjadi tidak efisien.tLifternado de Sotdylasih Ada
Jalan Lain, Revolusi Tersembunyi di Negara Ketiggjemahan oleh Masri Maris,
Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1991, dalam Adist§ono dan Muhammad
Rustamaji,Hukum Ekonomi Sebagai Panglinfdasmedia Buana Pustaka, Sidoarjo,
2009, halaman. 18

11Djunaedi HadisumartoQp.cit Setiawan,Perdagangan dan Hukum: Beberapa
Pemikiran Tentang Reformasi Hukum Bisn(Makalah dalam Seminar Implikasi
Reformasi Hukum Bisnis Terhadap Perekonomian Insianganggal 8 Desember
1993) Program Studi Magister Manajemen, Universitadonesia, Lihat Charles
Himawan,Mercusuar Hukum Bagi Pelaku Ekonorfompas, 21 April 1998), dalam
Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamdafiukum Ekonomi Sebagai Panglima
Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, halaman. 18
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ekonomi terletak pada pemahaman konsep ekontmransaction cosi2

atau biaya-biaya transak3iransaction costlalam kontek ini, adalah biaya-

biaya nonproduktif yang harus ditanggung untuk rapac suatu transaksi

ekonomi. Secara lebih spesifik terdapat tiga korepordasar biaya

transaksil3 yang mencakup:

1. Ongkos untuk menggunakan pagsaatket transaction costslan

2. Biaya melakukan hak untuk memberikan pesaradef9 di dalam
perusahaamfanagerial transaction cogts

Di samping itu, komponen yang ketiga mencakup jugakaian biaya
yang diasosiasikan untuk menggerakkan dan meny@sudengan kerangka
politik kelembagaan pplitical transaction cos)s Dengan demikian,
transaction cosyang tinggi berdampak pada peningkatan hargapjualuk,
sehingga membebani masyarakat konsumen.

12Literatur ekonomi memberikan definisi yang beragtentang biaya transaksi,
sebagian besar penulis menggantungkan pada defefigisi yang sesuai dengan
konseptualisasi teoritis dan/atau yang relevan aerkasus empirisnya. Oleh karena
itu, apa yang pada awalnya diidentifikasi oleh @ossbagai ‘biaya mengorganisasi
transaksi’, telah diuji dan dikonsep ulang untukrefleksikan ongkos yang terjadi
dalam situasi yang spesifikVilliamson, bahwa biaya transaksi adalah ‘biaya untuk
menjalankan sistem ekonomthgé costs of running the economic sygtelan ‘biaya
untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungt®@ €osts to a changein
circumstances (Dorfman, 1981; Challen, 2000; seperti dikutigtolMburu, 2002:
41). Selanjutnya, (North) 1991b: 203 mendefinisikéaya transaksi sebagai ongkos
untuk menspesifikasi dan memaksakaanf¢rcing kontrak yang mendasari
pertukaran, sehingga dengan sendirinya mencakupasbiaya organisasi politik dan
ekonomi yang memungkinkan kegiatan ekonomi mengiaia dari perdagangan
(pertukaran). Ringkasnya, biaya transaksi adalalgabuntuk melakukan negosiasi,
mengukur, dan memaksakan pertukaraxciiange Adapun menurut Mburu
(2002:42), biaya transaksi dapat juga diartikarukimhemasukkan tiga kategori yang
lebih luas, yaitu: (1) biaya pencarian informag), fiaya negosiasbérgaining dan
keputusan atau mengeksekusi kontrak, dan (3) bmgmgawasan (monitoring),
pemaksaan, dan pemenuhan/pelaksaneamgliancé. Lihat Ahmad Erani Yustika,
Ekonomi Kelembagaan, Definisi, Teori, & Strate@ayumedia Publishing, Malang,
2006) dalam Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustantdjikum Ekonomi Sebagai
Panglima Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, halat®an.

13Lihat Furubotn dan Ricther (Seperti dikutip oBgnham dan Benham, 2000: 368).
Lihat Ahmad Erani YustikaEkonomi Kelembagaan, Definisi, Teori, & Strategi
(Bayumedia Publishing, Malang, 2006) dalam Adi §iyono dan Muhammad
Rustamaji,Hukum Ekonomi Sebagai Panglinfdasmedia Buana Pustaka, Sidoarjo,
2009, halaman. 19
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Peranan lain dari hukum yang sangat penting daktmdkpan ekonomi
adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat skepa dalam
hubungan antarmanusia di dalam masyarakat. Sapkatiakan oleh H.W.
Robinson, ekonomi modern semakin berpandangan baghemgharapan
individu-individu merupakan determinan-determinaimndakan-tindakan
ekonomi dan oleh karenanya merupakan faktor-faikorg merajai ketika
orang yang menentukan ekuilibrium ekonomi dan Btabiekuilibrium yang
telah dicapai itu. Si pengusaha, si pemberi kapsigbemilik tanah, pekerja,
dan semua konsumen berbuat sesuai rencana yandkidikgnnya akan
memberikan hasil yang maksimum. Di dalam suasanaplaks dunia
modern sebagian besar dari hasil-hasil itu sitemuideh seberapa tepatnya
kejadian-kejadian mendatang yang dapat diramalkkbalsmnyal4.

Menurut studi yang dilakukan Burg’'s mengenai hukudan
pembangunan, terdapat 5 (lima) unsur yang harusndilkngkan supaya
hukum tidak menghambat ekonomi, yaitu stabilitasalfility), prediksi
(predictability), keadilan fairnesy, pendidikan €ducatio), dan
pengembangan khusus dari sarjana hukilne ¢pecial development abilities
of the lawyeyl5. Selanjutnya Burg’'s mengemukakan bahwa unsuampe
dan kedua di atas ini merupakan persyaratan sug#siam ekonomi
berfungsi. Di sini, “stabilitas” berfungsi untuk mgakomodasi dan
menghindari kepentingan-kepentingan yang salingaieg. Adapun prediksi
merupakan kebutuhan untuk bisa memprediksi keterkatentuan yang
berhubungan dengan ekonomi suatu negara.16

14Djunaedi HadisumartoQp.cit Setiawan,Perdagangan dan Hukum: Beberapa
Pemikiran Tentang Reformasi Hukum Bisn(Makalah dalam Seminar Implikasi
Reformasi Hukum Bisnis Terhadap Perekonomian Insianganggal 8 Desember
1993) Program Studi Magister Manajemen, Universitadonesia, Lihat Charles
Himawan,Mercusuar Hukum Bagi Pelaku Ekonorfompas, 21 April 1998), dalam
Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamafiukum Ekonomi Sebagai Panglima
Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, halaman. 19

15Leonard J. Thebergeaw and Economic Development, Journal of Intern&lo
Law and Policy(Vol.9, 1980), hal. 232, dalam Adi Sulistiyono ddMuhammad
Rustamaji,Hukum Ekonomi Sebagai Panglinfdasmedia Buana Pustaka, Sidoarjo,
2009, halaman. 20

16Leonard J. Thebergeaw and Economic Development, Journal of Intermalo
Law and Policy(Vol.9, 1980), hal. 232, dalam Adi Sulistiyono dduhammad
Rustamaji,Hukum Ekonomi Sebagai Panglinfdasmedia Buana Pustaka, Sidoarjo,
2009, halaman. 20
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Pandangan Burg's di atas sesuai dengan pemikizanN}; Hart yang
juga mengemukakan konsep hukum sebagai dasar pguorzan ekonomi.
Ny Hart mengemukakan adanya enam konsep dalam fiokum yang
mempunyai pengaruh bagi pengembangan ekonomil7puidkeenam
konsep tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama prediktabilitas. Hukum harus mempunyai kemampuatuk
memberikan gambaran pasti di masa depan mengersda&e atau
hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang

Keduga kemampuan procedural. Pembinaan di bidang hukoaraa
memungkinkan hukum material itu dapat merealisasdieinya dengan baik
ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidakya ketentuan-
ketentuan hukum perundang-undangan, melainkan geyaua prosedur
penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yangebgketa, misalnya
bentuk-bentuk arbitrasi, konsiliasi, dan sebagainfpabila diharapkan,
kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat bekenmmefisien. Bahwa
kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatanngagymaksimum.

Ketiga, kodifikasi tujuan-tujuan. Perundang-undangan dag#gibat
sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud séiaga dikehendaki oleh
negara. Misalnya di bidang ekonomi, kita akan dapahjumpai tujuan-
tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapamang-undangan yang
secara langsung atau tidak langsung mempunyai pgngerhadap bidang
perekonomian.

Keempat faktor penyeimbangan. Sistem hukum harus dapatjatie
kekuatan yang memberikan keseimbangan di antarai-nilhi yang
bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum eékab “kesadaran
akan keseimbangan” dalam usaha-usaha negara matalpdmbangunan
ekonomi.

Kelima, akomodasi, perubahan yang cepat sekali padadtali akan
menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama, delékm hubungan
antarindividu maupun kelompok di dalam masyaraKatadaan ini dengan
sendirinya menghendaki dipulihkannya keseimbangasebut melalui satu
dan lain jalan. Di sini sistem hukum yang mengatusungan antara individu
baik secara material maupun formal memberi keseanpakepada
keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaidah kepada

17Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandi®enerbit Angkasa, 1980,
dalam Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamdjfiukum Ekonomi Sebagai
Panglima Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, halagtan.
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lingkungan yang baru sebagai akibat perubahanbter.seemulihan kembali
ini dimungkinkan oleh karena di dalam kegoncangainsistem hukum
memberikan pegangan kepastian melalui perumusampsan yang jelas
dan definitive, membuka kesempatan bagi dipulihikankeadilan melalui
prosedur yang tertib dan sebagainya.

Keenam definisi dan kejernihan tentang status. Di sampfangsi
hukum yang memberikan prediktabilitas, dapat ditainkan bahwa fungsi
hukum juga memberikan ketegasan mengenai statng-orang dan barang-
barang di masyarakat.

Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang seliimgdapi oleh
pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketaistign hukum. Padahal
kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitangk dan
mengantisipasi risiko. Bahkan bagi suatu negarapastean hukum
merupakan salah satu faktor yang sangat menunjayg thhan ekonomi
suatu negaral8.

Agar hukum mampu memainkan peranannya untuk mekareri
kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pembrbgeanggung jawab
menjadikan hukum berwibawa dengan jalan merespannunindaklanjuti
pendapat dan keinginan pakar-pakar ekonomidi &éatingga ke depan
diharapkan hukum mampu memainkan peranannya sefsdgai pemandu,
pembimbing, dan menciptakan iklim kondusif padaahiglekonomi.

Di samping kepastian hukum, peningkatan efisiensié@ara terus
menerus merupakan dalah satu perhatian sistem ekofeh karena itu,
hukum juga harus senantiasa diusahakan agar dagstnmupung berbagai

18Menurut evaluasi dari IMF mengenai Singapura ldidean bahwa Singapura,
dinilai berhasil membendung guncangan moneter didan karena fundamental
ekonomi dan manajemen Singapura kuat. Ditambaldaadaktor lagi, yaitu: adanya
transparansi dan kepastian hukum yang tinggi. L@laarles HimawanMercusuar
Hukum Bagi Pelaku EkonopmKompas, 21 April 1998, dalam Adi Sulistiyono dan
Muhammad RustamajiHukum Ekonomi Sebagai Panglimdlasmedia Buana
Pustaka, Sidoarjo, 2009, halaman. 22

19Konsep efisiensi adalah cara untuk mencapai &etsgpan secara maksimal.
Kesejahteraan dikatakan sudah mencapai tingkatimakapabila barang dan jasa
yang didistribusikan untuk kesejahteraan masyarsdedra keseluruhan (yang diukur
dengan kemauan individu untuk membayar barangaks),jtidak dapat ditingkatkan
lagi. ChatamarrasjidPendekatan Ekonomi Terhadap HukuRidato Pengukuhan
Guru Besar Universitas Yarsi, 4 Oktober 2003, JakabJl-Press, dalam Adi
Sulistiyono dan Muhammad Rustamajjukum Ekonomi Sebagai Panglima
Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, halaman. 22
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gagasan baru serta disesuaikan dengan kondisidioradig berubah apabila
hendak memperoleh tingkat efisiensi yang setinggjginya. Kinerja
lembaga-lembaga yang tidak sesuai bagi peninglefiaiensi harus segera
dapat dioptimalkan agar tidak menjadi hambatan lzgivitas ekonomi.
Guna menampung kebutuhan-kebutuhan ini maka swatibaga hukum
harus dapat memainkan peranan pentingnya di daéareguaian keadaan
ide-ide dan kondisi yang cepat berkembang.

Walaupun banyak pakar yang telah memosisikan pgmtan hukum
dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa, namun isssegarang
presiden belum tentu menjadikan pembangunan hukelpagsi prioritas
utama untuk menopang pembangunan ekonomi. Saaeimbangunan yang
dilakukan sepertinya dibiarkan mengalir begitu dajapa orientasi. Boleh
jadi, kondisi ini adalah reaksi negative atas “dvabar” tujuan pembangunan
Orde Baru yang akhirnya berantakan. Orientasi jangkndek para elit
politik, juga mempersulit pencapaian consensusalegissebagai basis bagi
pencarian orientasi pembangunan. Sementara itojmfena global berupa
“kelesuan teori secara laten” turut memperkuat kéeaingan hilangnya
orientasi pembangunan?20.

Dalam kaitan ini, Imanuel Kant—sebagaimana dikwlph Achmad
Ali21 — beberapa abad yang silam pernah mengatdidmwa‘noch suchen
die juristen eine definition zu ihrem begriffe viath” (tidak ada seorang
yuris pun yang mampu membuat satu definisi hukungyapat). Demikian
Lioyd22 mengemukakan bahwa..although much juristie ink has been used
in an attempt to provide a universally acceptablefirdtion of law”
(....meskipun telah banyak tinta pada yuris yangishdigunakan di dalam
usaha untuk membuat suatu definisi hukum yang ddipatima di seluruh
dunia, namun hingga kini hanya jejak kecil daritni@ dapat dicapai).

20Kelesuan teori ini mengandung bahaya yang tdinarkan. Semua yang berbau
ideologi ditinggalkan, sehingga dengan tanpa désartidak mempunyai pegangan.
Hal yang bisa dilakukan sekadar mengibarkan benkis# dalam pusaran wind of
change usai Perang Dingin. Diskusi lebih lanjutl $malihat Ivan A. HadarUtang,
Kemiskinan, dan Globalisasi Pencarian Solusi Al&ifin Yogyakarta, Pustaka Utama
Lapera, dalam Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustarsajkum Ekonomi Sebagai
Panglima Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, halag#an.

21 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum : Suatu KajiailoBofis Dan Sosiologis,
Chandra Pratama, Jakarta, 1996, halaman. 22. Dakadnl Manan,Peran Hukum
dalam Pembangunan Ekonorerenada Media Group, 2014, halaman. 5

22 lbid. Dalam Abdul ManarReran Hukum dalam Pembangunan Ekondtnénada
Media Group, 2014, halaman. 5
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Penyebab lain sulitnya memberi definisi hukum yaegat ialah selain
karena sifatnya yang abstrak, juga karena yangrdidé¢h hukum itu sangat
luas, yakni hampir seluruh segi kehidupan manusf#nidi hukum dari
Oxford english Dictionar23 yaitu“law is the body of role, whether formally
enacted or customary, whish a state or comunitpgatses as binding on its
members or subjectghukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan
atau hukum kebiasaan, di mana suatu negara atatarakat mengakuinya
sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikaadaph warganya).
Utrecht memandang hukum tidak sekedar sebagai lkaiielainkan juga
sebagai gejala sosial dan sebagai segi kebudaip@emjika hukum dilihat
sebagai kaidah ia memberikan definisi hukum sebhgapunan petunjuk
hidup, perintah-perintah dan larangan-larangan yawggatur tata tertib
dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati asighgota masyarakat
yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petimjlulp tersebut dapat
menimbulkan kerugian kepada masyarakat, maka diganl tindakan oleh
pemerintah atau penguasa untuk menegakkan hukusebtérWalaupun
diantara para ahli hukum belum mendapat suatu kasatmengenai
pengertian hukum, tetapi dapat ditarik kesimpulahva hukum meliputi
beberapa unsur antara laipertama hukum merupakan peraturan mengenai
tingkah laku manusia dalam pergaulan masyardkatua, peraturan itu
bersifat mengikat dan memaksaetiga, peraturan itu diadakan oleh badan-
badan resmikeempat,pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan
sanksi yang tegagelima, hukum dapat juga berbentuk tidak tertylis berupa
kebiasaan yang berlaku dalam masyarakatkdanamtujuan hukum adalah
untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, darrtibate dalam
kehidupan masyarakat.

Sebagaimana ilmu hukum, ilmu ekonomi juga tidak kelsamaan para
ahli ekonomi dalam memberi definisi yang konkreerdrut M. Manulang
— sebagaimana dikutip oleh Elsi Kartika Sari danvéatli Simanungsong
24— mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmuogkioadalahsuatu
ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanyaulunimencapai

23 E. Utrecht & Muh. Saleh Djindang, Pengantar Baldukum Indonesia, Ikhiar,
Jakarta, 1983, halaman. 42. Dalam Abdul Maaman Hukum dalam Pembangunan
EkonomiPrenada Media Group, 2014, halaman. 5

24 Elsi Kartika Sari & Advendi Simanungsong, Hukutalam Ekonomi, PT
Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007maa&la4. Dalam Abdul Manan,
Peran Hukum dalam Pembangunan EkondPngnada Media Group, 2014, halaman.
6.
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kemakmuran. Kemakmuran adalah suatu keadaan di mzarausia dapat
memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupsa. jadapun yang
dimaksud dengan hukum ekonomi, menurut Rachmad iBo2&m adalah
sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat olehmgrintah atau
penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakahg mengatur
kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang gsaberhadapan.
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hukum ekontgiak dapat
diaplikasikan sebagai satu bagian dari salah sahamg ilmu hukum,
melainkan merupakan kajian secara indisiplinerrdatiidimensional.26

Hukum ekonomi lahir disebabkan karena semakin pgagiertumbuhan
dan perkembangan ekonomi nasional maupun intemeasiSeluruh negara
di dunia ini menjadikan hukum sebagai alat untukhgat¢ur dan membatasi
kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan tujuan agar pgygagan perekonomian
tersebut tidak merugikan hak-hak dan kepentingarsyarakat. Denga
demikian, dapat dikatakan bahwa hukum itu tidakyhamerupa pengaturan
terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga bagaimamagaruh ekonomi
terhadap hukum.27

Hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan saty setapi
hubungan timbal balik dan saling memengaruhi. Kegisekonomi yang
tidak didukung oleh hukum akan mengakibatkan teri@kacauan, sebab
apabila para pelaku ekonomi dalam mengejar keuaturiglak dilandasi
dengan norma hukum, maka akan menimbulkan kerugasah satu pihak
dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ada sementardaklim mengatakan,
bahwa hukum selalu berada di belakang kegiatancgkprsetiap kegiatan
ekonomi dilakukan oleh seseorang pasti kegiatandiikuti oleh norma
hukum yang menjadi rambu pelaksananya. Hukum yagmgikuti kegiatan
ekonomi ini merupakan seperangkat norma yang mengatibungan
kegiatan ekonomi dan ini selalu dipengaruhi olettesh ekonomi yang
dianut oleh suatu negara. Untuk Indonesia dasaateghukum ekonomi itu

25 Ibid., halaman. 5 Dalam Abdul ManaReran Hukum dalam Pembangunan
EkonomiPrenada Media Group, 2014, halaman. 7

26 Abdul Manan,Peran Hukum dalam Pembangunan EkonoRrenada Media
Group, 2014, halaman. 6

27 Abdul Manan,Peran Hukum dalam Pembangunan EkonoRrnenada Media
Group, 2014, halaman. 7



1.12 Hukum PIDANA EKONOMI ©

terletak pada Pasal 33 UUD 1945 dan beberapa panatierivatif lainnya.
28

Hukum dan ekonomi ibarat dua sisi mata uang yadgktidapat
dipisahkan dan saling melengkapi. Di negara-negamagu (misalnya
Singapura) sebelum produk-produk ekonomi diterjunka pasar bebas,
terlebih dahulu dibuat aturan hukum untuk melindipenggunaan produk-
produk ekonomi tersebut oleh masyarakat. Misalngtard bidang produk
handphong masyarakat dilarang keras menggunakandphonedi tempat-
tempat umum yang memerlukan ketenangan sepertiegiuptakaan, di
rumah sakit, dan juga dilarang keras menggunakandphonedikala
menyetir mobil. Apabila hal ini dilakukan, maka dikum dengan hukuman
berat. Di Indonesia, hal ini belum dilakukan, bangaoduk ekonomi telah
diluncurkan, hukum belum dibuat menyertai produlkoredmi tersebut.
Orang-orang bebas menggunalkendphonesemaunya, di sbarang tempat
dan situasi. Demikian juga dengan produk-produkneku lain, seperti
komputer dan penggunaan alat-alat elektronik dalsideng ekonomi,
sebagian besar produk-produk itu belum ada hukurg y@engaturnya untuk
menuju kepada ketertiban dan kedamaian.29

Indonesia sebagai negara berkembang yang merupakdnsatu negara
yang tergabung dalam kelompok negara-negara Asiggeea(Association
of Southeast Asian Nationsjnerupakan negara yang dalam tingkat
perkembangan ekonominya belum begitu mapan. Bafddm para ahli
ekonomi mengatakan, negara Indonesia sebagai satahnegara anggota
ASEAN yang lain. Sebelum 1997, sebenarnya banyadkpmnemuji prestasi
pembangunan ekonomi indonesia sebagai salahHsgtuPerforming Asian
Economy Coutriesyang memiliki kinerja perekonomian yang sangat
mengagumkan, bahkan ada yang menganggapnya seiagale, tetapi
karena hantaman krisis ekonomi yang berawal daoiesé rupiah pada Juli
1997, semua keajaiban itu menjadi sirna dan terseok dalam krisi
ekonomi yang berkepanjangan, sampai sekarang tgllimkembali.30

28 Abdul Manan,Peran Hukum dalam Pembangunan EkonoRrenada Media
Group, 2014, halaman. 8
29 Abdul Manan,Peran Hukum dalam Pembangunan EkonoRrenada Media
Group, 2014, halaman. 8
30 Abdul Manan,Peran Hukum dalam Pembangunan EkonoRrnienada Media
Group, 2014, halaman. 1
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Krisis ekonomi yang terjadi saat ini telah berkendanenjadi krisis
yang rumit dan kompleks yang terkadang menimbulkasimisme tentang
jayanya ekonomi indonesia dimasa yang akan dat8agt ini indonesia
berada dalam transisi, yang belum terbayangkarphdema masa transisi
itu akan berlangsung. Meskipun semula krisis ininylaa merupakan
contagion effectari depresi mata uang bath Thailand terhadapdéls
pada 1997, tetapi karena fundamental perekonommdonksia yang rapuh,
maka dampak krisis ini terkena negara indonesigagamiahsyat, sementara
proses economic eecovery-nyaberjalan sangat lamban. Prestasi
perekonomian Indonesia yang semula cukup baik,baéruimenjadi negatif.
Banyak pengamat ekonomi Indonesia mengatakan, balemsbangunan
ekonomi Indonesia ialah semu dengan fundamentag yatak kuat. Di
samping itu, para pengamat juga mengatakan, baham@kgnomian
Indonesia tidak didukung oleh sumber daya domestikg tangguh, tetapi
karena didukung oleh investasi asing, bahkan bgkmnpendek yang
sewaktu-waktu mereka dapat keluar dari IndonesatRngunan nasional
juga dibangun dengan utang luar negeri yang béns#sif, sehingga justru
memberatkankondisi perekonomian Indonesia untulghkiakembali.31

Kondisi perekonomian Indonesia sebagaimana tersdbudtas telah
menimbulkan berbagai problem sosial yang komplek&alnya tingkat
pengangguran yang tinggi, bertambahnya angka kémaisk produktivitas
dan kualitas tenaga kerja yang rendah, dan hanguusaha kecil dan
menengah yang menjadi tumpuan rakyat. Di samping gerkembangan
ekonomi dunia saat ini menjurus kepada aktivitasnekni global yang
bergerak dari satu negara ke negara lain secaraasbebehingga
ketidakpastian akses pasar ekonomi dunia. Kondisekpnomian dunia
seperti ini membawa kecenderungan pada peningkzgganjian bilateral
dan multilateral antar negara selaku pelaku ekordingiunia internasional
yang pada akhirnya berdampak pada timbulnya hukam pada masing-
masing negara.32

Para ahli ekonomi Indonesia telah memberikan peatdgp tentang
solusi terbaik untuk menyelesaikan berbagai probleang menyangkut
perbaikan ekonomi Indonesia. Ada yang menganjurkgar ditingkatkan

31 Abdul Manan,Peran Hukum dalam Pembangunan EkonoRvenada Media
Group, 2014, halaman. 1
32 Abdul Manan,Peran Hukum dalam Pembangunan EkonoRrnienada Media
Group, 2014, halaman. 2
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kerja sama ekonomi dengan dunia internasional, dnya dengan negara-
negara yang tergabung dalam ASEAN. Hal ini perllakdanakan guna
menyelaraskan perkembangan ekonomi negara-negaEdaMYang penuh
persaingan. Ada juga yang berpendapat bahwa pembangekonomi
Indonesia selama ini tidak berpihak kepada ekon@iyat. Solusi untuk
masalah ini, selain perlunya membangun ekonomiriedia dengan konsep
ekonomi kerakyatan, juga perlu menciptakan stragpegnbangunan dengan
lebih banyak melibatkan rakyat dalam berbagai kjdakonomi dan
perdagangan. Selain dari itu, desentralisasi peguram dan otonomi daerah
dipandang sebagai salah satu langkah yang mendesatuk
dilaksanakannya.33

Globalisasi ekonomi dewasa ini telah melahirkarbhgai kejadian baru
dalam perkembangan ekonomi dunia, yaitu terjadieya pasar bebas
internasional, interdependensi sistem baik daladary politik maupun
ekonomi, lahirnya berbagai lembaga ekonomi intéomas, pengelompokan
negara dalam kawasan ekonomi regional, maju pesagbejaku ekonomi
transnasional corporation, dan lahirnydlitary industrial complexHal ini
tidak dapat dilaksanakan dalam kevakuman hukurnkdamah-kaidah hukum
sangat diperlukan untuk mengatur mekanisme hubuagantidak menjadi
konflik kepentingan dalam pembangunan ekonomi sbahgsa. Seandainya
konflik betul-betul terjadi, maka pranata hukumigding dapat digunakan
aebagai alat untuk menyelesaikannya. Hukum di sagnpntuk menjaga
ketertiban masyarakat, juga dapat digunakan selragabu-rambu dalam
pembangunan ekonomi sehingga ada kepastian hukamaga keadilan bagi
pelaku ekonomi di manapun mereka berada.34

B. HUBUNGAN HUKUM DENGAN EKONOMI

Sampai sekarang belum ada kesamaan para ahli hukemberikan
definisi tentang hukum. Perbedaan itu disebabkaenkapara ahli hukum
memberikan definisi hukum dengan sudut pandang yeminan dan titik
beratnya yang berbeda. Presepsi orang tentang hitkuberaneka ragam,
tergantung dari sudut mana mereka memandangnyamHalemandang

33 Abdul Manan,Peran Hukum dalam Pembangunan EkonoRrenada Media
Group, 2014, halaman. 3
34 Abdul Manan,Peran Hukum dalam Pembangunan EkonoRrnenada Media
Group, 2014, halaman. 3
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hukum sesuai dengan profesi yang diembannya, katangmuwan
memandang hukum dari sudut pandang profesi keilmoya rakyat kecil
memandang hukum dari sudut pandangmereka seharivhag berupa
kebiasaan-kebiasaan. Bagi masyarakat yang relgilkssm itu dianggap
sesebagai hukum Tuhan, ketika undang-undang dikgnmgjeh masyarakat
maka hukum diidentikkan dengan undang-undang, alarsebagainya.35

Dari sudut pandang yang berbeda ini, maka sangataimu untuk
membuat satu definisi hukum yang dapat diterim& skemua pihak. Dalam
kaitan ini, Imanuel Kant—sebagaimana dikutip olelchad Ali36 —
beberapa abad yang silam pernah mengatakan, batoeh suchen die
juristen eine definition zu ihrem begriffe von rédidak ada seorang yuris
pun yang mampu membuat satu definisi hukum yangtte@emikian
Lioyd37 mengemukakan bahwa..although much juristie ink has been used
in an attempt to provide a universally acceptablefirdtion of law”
(....meskipun telah banyak tinta pada yuris yangishdigunakan di dalam
usaha untuk membuat suatu definisi hukum yang ddipatima di seluruh
dunia, namun hingga kini hanya jejak kecil daritnim dapat dicapai).
Penyebab lain sulitnya memberi definisi hukum yaegat ialah selain
karena sifatnya yang abstrak, juga karena yangrdidé¢h hukum itu sangat
luas, yakni hampir seluruh segi kehidupan manuia.3

Definisi hukum dariOxford english Dictionang9 yaitu“law is the body
of role, whether formally enacted or customary, skha state or comunity
recognises as binding on its members or subjegliskum adalah kumpulan
aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaamada suatu negara
atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang ungaipkekuatan
mengikat terhadap warganya). Utrecht memandang rhutidak sekedar
sebagai kaidah, melainkan juga sebagai gejala Isdsia sebagai segi

35 Abdul Manan,Peran Hukum dalam Pembangunan EkonoRvienada Media
Group, 2014, halaman. 4

36 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum : Suatu KajiailoBofis Dan Sosiologis,
Chandra Pratama, Jakarta, 1996, halaman. 22. Datadul Manan,Peran Hukum
dalam Pembangunan Ekonorerenada Media Group, 2014, halaman. 5

37 Ibid. Dalam Abdul ManarReran Hukum dalam Pembangunan Ekond®nénada
Media Group, 2014, halaman. 5

38 Abdul Manan,Peran Hukum dalam Pembangunan EkonoRrenada Media
Group, 2014, halaman. 5

39 E. Utrecht & Muh. Saleh Djindang, Pengantar Baldukum Indonesia, Ikhiar,
Jakarta, 1983, halaman. 42. Dalam Abdul Maraman Hukum dalam Pembangunan
Ekonomi,Prenada Media Group, 2014, halaman. 5
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kebudayaan. Dan jika hukum dilihat sebagai kaidaméemberikan definisi

hukum sebagai himpunan petunjuk hidup, perintaimtsr dan larangan-

larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu anakgt, dan seharusnya
ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkGtiet karena pelanggaran
petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan kerudiapada masyarakat,
maka diperlukan tindakan oleh pemerintah atau pessgyuntuk menegakkan
hukum tersebut.

Walaupun diantara para ahli hukum belum mendapatuskesatuan
mengenai pengertian hukum, tetapi dapat ditariknkgslan bahwa hukum
meliputi beberapa unsur antara laipertama hukum merupakan peraturan
mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masya kedua,
peraturan itu bersifat mengikat dan memalksdiga, peraturan itu diadakan
oleh badan-badan resnkgempatpelanggaran terhadap peraturan tersebut
dikenakan sanksi yang tegadeelima, hukum dapat juga berbentuk tidak
tertylis berupa kebiasaan yang berlaku dalam makgrdarkeenamtujuan
hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kelaamglan ketertiban
dalam kehidupan masyarakat.40

Sebagaimana ilmu hukum, ilmu ekonomi juga tidak kelsamaan para
ahli ekonomi dalam memberi definisi yang konkreerrut M. Manulang
— sebagaimana dikutip oleh Elsi Kartika Sari danvéti Simanungsong
41— mengatakan bahwa yang dimaksud dengan iimuogkioadalahsuatu
ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanyaukinimencapai
kemakmuran. Kemakmuran adalah suatu keadaan di maanausia dapat
memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupsa. jadapun yang
dimaksud dengan hukum ekonomi, menurut Rachmad iBod& adalah
sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat olelhmgrintah atau
penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakahg mengatur
kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang gsatierhadapan.
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hukum ekontigiak dapat

40 Abdul Manan,Peran Hukum dalam Pembangunan EkonoRrenada Media
Group, 2014, halaman. 6

41 Elsi Kartika Sari & Advendi Simanungsong, Hukugalam Ekonomi, PT
Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007 maala4. Dalam Abdul Manan,
Peran Hukum dalam Pembangunan EkondPnénada Media Group, 2014, halaman.
6.

42 lbid., halaman. 5 Dalam Abdul ManaReran Hukum dalam Pembangunan
Ekonomi,Prenada Media Group, 2014, halaman. 7
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diaplikasikan sebagai satu bagian dari salah saharmg ilmu hukum,
melainkan merupakan kajian secara indisipliner attidimensional.

Hukum ekonomi lahir disebabkan karena semakin pgagiertumbuhan
dan perkembangan ekonomi nasional maupun intemeasiSeluruh negara
di dunia ini menjadikan hukum sebagai alat untukga¢ur dan membatasi
kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan tujuan agar pgygagab perekonomian
tersebut tidak merugikan hak-hak dan kepentingarsyarakat. Denga
demikian, dapat dikatakan bahwa hukum itu tidakyhamerupa pengaturan
terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga bagaimamegaruh ekonomi
terhadap hukum.43

Hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan saty tetapi
hubungan timbal balik dan saling memengaruhi. Kegisekonomi yang
tidak didukung oleh hukum akan mengakibatkan teri@kacauan, sebab
apabila para pelaku ekonomi dalam mengejar keuaturiglak dilandasi
dengan norma hukum, maka akan menimbulkan kerugasah satu pihak
dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ada sementardaklim mengatakan,
bahwa hukum selalu berada di belakang kegiatancgkprsetiap kegiatan
ekonomi dilakukan oleh seseorang pasti kegiatandikuti oleh norma
hukum yang menjadi rambu pelaksananya. Hukum yagmgikuti kegiatan
ekonomi ini merupakan seperangkat norma yang menghtbungan
kegiatan ekonomi dan ini selalu dipengaruhi olettesh ekonomi yang
dianut oleh suatu negara. Untuk Indonesia dasaateghukum ekonomi itu
terletak pada Pasal 33 UUD 1945 dan beberapa panatierivatif lainnya.
44

Hukum dan ekonomi ibarat dua sisi mata uang yadgktidapat
dipisahkan dan saling melengkapi. Di negara-negamau( misalnya
Singapura ) sebelum produk-produk ekonomi diterumke pasar bebas,
terlebih dahulu dibuat aturan hukum untuk melindipenggunaan produk-
produk ekonomi tersebut oleh masyarakat. Misalngiard bidang produk
handphong masyarakat dilarang keras menggunakandphonedi tempat-
tempat umum yang memerlukan ketenangan sepertieghuptakaan, di
rumah sakit, dan juga dilarang keras menggunakandphone dikala
menyetir mobil. Apabila hal ini dilakukan, maka dikum dengan hukuman

43 Abdul Manan,Peran Hukum dalam Pembangunan EkonoRrienada Media
Group, 2014, halaman. 7

44 Abdul Manan,Peran Hukum dalam Pembangunan EkonoRrienada Media
Group, 2014, halaman. 7-8



1.18 Hukum PIDANA EKONOMI ©

berat. Di Indonesia, hal ini belum dilakukan, banpaoduk ekonomi telah
diluncurkan, hukum belum dibuat menyertai produlkoredmi tersebut.
Orang-orang bebas menggunalteandphonesemaunya, di sharang tempat
dan situasi. Demikian juga dengan produk-produkneku lain, seperti
komputer dan penggunaan alat-alat elektronik dalsideng ekonomi,
sebagian besar produk-produk itu belum ada hukurg yeengaturnya untuk
menuju kepada ketertiban dan kedamaian.45

Caoter dan Ulen — sebagaimana dikutip oleh Fajayis®to46 —
mengatakan, bahwa interaksi antara ilmu hukum tano ekonomu tidak
dapat dipisahkan, karena keduanya mempunyai peasadan keterkaitan di
dalam teori-teori keilmuan tentang perilafacientific theories of behavior).
Menurutnya, ilmu ekonomu menyediakan acuan normatifituk
mengevaluasi hukum dan kebijakan, sementara hukudmanbhanya berupa
misteri rahasia, argumen-argumen teknikal, namunugze alat untuk
mencapai tujuan-tujuan sosial yang penting, ilmwnekni memproteksi
terhadap efisiensi kebijakan.

Richard A. Panser menjelaskan bahwa teori-teori uhuktelah
mengasimilasi banyak konsep ekonomi, misalimgantive cost, opportunity
cost, risk oversion, transaction, cost, free ridrincredible commitment,
adverse selectiordan lain sebagainya, terutama keberadaan hukurmnakon
di dalam pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, konkepsep ekonomi telah
melahirkan pri sip-prinsip hukum sepelitigations cost, property rules,
strict leability, mon monetery sanctions, efficignclan breach.Sebagai
contoh penerapan ilmu ekonomi terhadap hukum kiordraara lain teori
tawar menawal bargaining theory )yang menjadi jembatan penghubung
keinterdependensian antara ilmu hukum dan ilmu ekon dari sudut
pandang ekonomi kontrak merupakan transaksi hukang ymenyatakan
pencapaian peningkatan kesejahtera@ealth maximinization). Untuk
mencapai hak ini diharapkan transaksi hukum dapgatmgkan ke dalam

45 Abdul Manan,Peran Hukum dalam Pembangunan EkonoRrienada Media
Group, 2014, halaman. 8

46 Fajar Sugianto, Economic Analysis of Law, Seniallsis Keekonomian tentang
Huum, Seri |, Pranadamedia Group, Jkarta, 2013nteh. 19. Dalam Abdul Manan,
Peran Hukum dalam Pembangunan EkondPngnada Media Group, 2014, halaman.
8



® HKUM4311/MODUL 1 1.19

kontrak secara sukarela, namun memiliki pengatwang ketat untuk
melindungi proses pertukaran hak dan kewajiban.47

Menurut Fajar Sugianto48 dari uraian diatas, makpatl diketahui
bahwa ilmu ekonomi dapat membantu untuk mengamatum dan ilmu
hukum dengan cara-cara baru, misalnya dalam meatiekeberadaan
kontrak. Cara pandang ekonomi terhadap hukum dapatbantu hukum dan
ilmu hukum tidak saja menjadi alat untuk mencaoauan hukum atay
hanya berperan sebagai penyedia keadilan, tetdygsigae subjek hukum
mencapai sasaran dan cita-cita hukum.

IImu hukum dan ilmu ekonomi sebagai inti disiplinerenyarankan
kepada para pengguna hukum, khususnya praktisinmalan akademisi ilmu
hukum, agar sama sekali tidak mengecilkan disiptin ekonomi. Demikian
juga sebaliknya, para ekonom wajib mempelajari huldan ilmu hukum
yang memiliki andil besar dalam mengatur kegiatkonemi, baik orang
perorangan, korporasi, maupun oleh suatu negara.49

Era globalisasi yang melanda dunia saat ini tel@mbuat pergaulan
masyarakat dunia semakin terbuka, batas-batas anedglam pengertian
ekonomi dan hukum semakin erat. Kedua hal ini gselzrjalan secara
bersamaan. Oleh karena itu, segala hal yang bengabudengan kegiatan
ekonomi yang telah dibahas dalam GATT, WTO, danbkga ekonomi
internasional lainnya harus menjadi pertimbangauselalam membangun
hukum ekonomi Indonesia. Hal ini penting karenangid management
accrosherbeda saat ini tidak bisa dibendung lagi dagdrek terus ke arah
satu pemahaman bagaimana meratakan ekonomi dumjmrddnegara yang
mengasingkan diri dari pergaulan ekonomi duniaMidheratifikasi hukum
ekonomi internasional menjadi hukum ekonomi nadjomaaka negara
tersebut akan ketinggalan zaman.50

47 Abdul Manan,Peran Hukum dalam Pembangunan EkonoRrienada Media
Group, 2014, halaman. 9

48 Ibid., halaman 22-23 Dalam Abdul Manderan Hukum dalam Pembangunan
EkonomiPrenada Media Group, 2014, halaman. 9

49 Abdul Manan,Peran Hukum dalam Pembangunan EkonoRrienada Media
Group, 2014, halaman. 10

50 Abdul Manan,Peran Hukum dalam Pembangunan EkonoRrnienada Media
Group, 2014, halaman. 10
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C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Konstitusi menyatakan bahwa pembangunan ekononanksla harus
dilaksanakan dengan mengikutsertakan peran masgarddal ini dapat
dilihat pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang beyburPerekonomian
nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasheini dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutsrwawasan lingkingan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan jkamalan kesatuan
ekonomi nasional.Dalam tataran perundang-undangan yang merupakan
pelaksanaan dari UUD 1945, kehendak untuk melaksanpembangunan
nasional dengan segenap dana dan daya yang didigiambarkan dengan
lebih nyata. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 atent Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional denga jelas mémmrebbahwa
pembangunan nasional di Indonesia merupakan upapg dilaksanakan
oleh segenap komponen bangsa Indonesia dalam rangkaapai tujuan
bernegara.51

Makna dari prinsip kebersamaan yang tercantum padal 33 ayat (4)
UUD 1945 tersebut harus dilihat dalam cakupan yahil luas. Masyarakat
harus menyadari bahwa pemerintah mempunyai ket=datdana dan daya
untuk melaksanakan pembanhunan ekonomi karena jpgjontan itu sendiri
sangat kompleks, sehingga diharapkan dapat tersditsg isi mengisi antara
pemerintah dan masyarakat untuk keberhasilan pegoban nasional.
Prinsip kebersamaan yang dikanding Pasal 33 ayatUdd 1945 pada
dasarnya meletakkan tanggung jawab pembanhunaonabhsiukan hanya
dipundak pemerintah, tetapi bersama masyarakatg2ga

Sejalan dengan pemikiran para ahli uang telah dikamkan diatas,
Sondang siagian menyebutkan bahwa pembangunannabsi@mpunyai
makna sebagai berikut;53

51 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SiBeEn@ncanaan Pembangunan
Nasional. Dalam Abdul MananPeran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi,
Prenada Media Group, 2014, halaman. 21

52 Jonker Sihombing, Peran dan Aspek Hukum dalambBegunan Ekonomi,
Alumni , Bandun, halaman. 74. Dalam Abdul MandPeran Hukum dalam
Pembangunan Ekononftyenada Media Group, 2014, halaman. 22

53 Sondang Siagian, Administrasi Pembangunan : émri8imensi, dan Strateginya,
Cetakan ke-4, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, halarh&n.Dalam Abdul ManarReran
Hukum dalam Pembangunan EkonoRrenada Media Group, 2014, halaman. 22
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1. Pembangunan itu merupakan sebuah proses. Pembanguada
dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang beelaggsecara
berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yangatu pihak bersifat
independen, tetapi dipihak lain merupakan bagian sesuatu yang
bersifat tanpa akhingver- endiny

2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadapkktetsebagai
sesuatu intuk dilaksanakan.

3. Pembangunan dilakukan secara tterencana baik daldimjangka
panjang, jangka sedang, dan jangka pendek. Darrtiselmaklumi
merencanakan berarti mengambil keputusan sekarmgng hal-hal
yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentuatiardepan.

4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan da

periubahan.

5. Pembangunan mengarah kepada modernitas.

6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai &&mi pembangunan
per definisi bersifat multidimensional. Artinya, dernitas tersebut
mencakup seluruh kehidupan berbangsa dan bernegaray bisa
mengejawantah dalam bidang politik, ekonomi, sobiatlaya, serta
pertahanan dan keamanan.

Secara khusus Mochtar Kusumaatmadja54 menyebutkdanabhakikat
dari pembangunan nasional terletak pada masalatbgyrean cara berfikir
dan sikap hidup. Mochtar Kusumaatmadja mengaitlentupya perubahan
sikap mental seluruh rakyat Indonesia intuk meriggaisi pembanhunan
nasional, karena pembangunan nasional selalu meéaggnhal-hal yang
baru. Sebagai bangsa yang pernah dijajah selan@arattahun, masa
peralihan dari sebuah masyarakat yang tertutup reé gang terbuka,
dinamis, dan maju masih tersisa sebagian besaramest. Nilai-nilai yang
merupakan warisan dari masal lampau sudah tidakasdsgi untuk
mendukung keberhasilan pembangunan nasional, gghipgriu adanya
sebuah perubahan. Tentunya pendapat Mochtar Kusmadia tentang
hakikat pembangunan nasional uang disebutkan slisesuai dengan kondisi
masyarakat Indonesia yang baru merdeka pada waktu i

54 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep HukumndaRembangunan, PT
Alumni, Bandung, 2002, halaman. 10. Dalam Abdul EarPeran Hukum dalam
Pembangunan Ekononftyenada Media Group, 2014, halaman. 23
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Pada kesempatan ini dirasa perlu merujuk kembaldg@gat Sunaryati
Hartono55 yang menyebutkan pembangunan nasionahgaebberikut:
“..pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuahiriah...atau
kepuasan batiniah..., melainkan keselarasan, kegamadan keseimbangan
antara keduanya sehingga pembangunan itu merasaldiruh Tanah Air...”

Pada hakikatnya, pembangunan nasional merupakatbamguman di
segala bidang yang harus dilakukan secara berkeBimzgan. Untuk itu,
Satjipto Rahardjo56 memyebutkan mengenai pembamngakanomi yang
berkelanjutan dengan menyatakan bahwa:.pembangunan bukan
merupakan suatu perubahan yang bersifat sepotopgtsg. Sekalipun
misalnya, kita dapat menunjukkan industrialisasiagi inti dari perubahan
itu, tetapi ia pada akhirnya bukan hanya merupak@asus penambahan
jumlah industri secara kuantitatif. Dihubungkan dan struktur kehidupan
masyarakat, industrialisasi ini mengundang terja@inperubahan secara
kualitatif pula.” Selain dimaksudkan untuk melanjutkan program
pembangunan nasional yang dinilai baik dan berhmia waktu yang lau,
pembangunan nasional di era Reformasi dewasa tminjdkan untuk
membangun suatu sistem ekonomi kerakyatan dalagkagmenanggulangan
kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengembagigim jaminan sosial,
pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperdsiniHajalan dengan
arah pembangunan nasional yang teekandung dalam 1846 yang pada
dasarnya sejalan dengan tujuan dari sebuah negarakteraarfwelfare
state).Pembangunan ekonomi pada zaman jajahan Belanddkba segala
potensi untukmendapatkan keuntungan yang sebesardya dari Hindia
Belanda, terutama barang mentah untuk dihgunakbagsé barang baku
bahan industri di Belanda. Dengan bantuan pasal d&8 131 indische
staatsregeling yang dinyatakan berlaku bagi oraagep Timur Asing,
Belanda lebih mudah mendapatkan bahan-bahan meatghdiperlukannya
untuk industri di negerinya dengan menjadikan oraragng Timur Asing ini
sebagai pedagang perantara, yakni perantara agtdomgan Bumiputra
sebagai penghasil barang-barang mentah di satk pitva pihak pedagang

55 Sunaryati Hartono, Hukum Pembangunan Ekonomb@agunan Indonesia, Bina
Cipta, Bandung, 1988, halaman. 3. Dalam Abdul MarReran Hukum dalam

Pembangunan Ekononftyenada Media Group, 2014, halaman. 23

56 Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Angk&mdung, 1980, halaman.
130. Dalam Abdul ManarReran Hukum dalam Pembangunan EkondPmenada

Media Group, 2014, halaman. 24
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besar Eropa (the big five) di lain pihak. Dengamiseyan membiarkan
masyarakat Bumiputra dalam suasana hukum adatmgiriseterciptalah
suatu keadaab dimana bangsa Indonesia tetap sekagai tani miskin
sepanjang hidupnya.

Setelah proklamasi kemerdekaan, kondisi hukum ekomoulai ditata
kembali dengan cara mengubah ciri hukum ekononikéélah hukum yang
membatasi hukum perdafBroit economique)nenjadiDroit de I'economie,
yakni menjadikan kaidah hukum yang berserakan daiakum perdata,
hukum dagang, hukum tata negara, hukum internadsionleum administrasi
negara dalam kaidah hukum ekonomi. Dengan demikiaidah hukum
ekonomi bertambah jumlahnya dan mempunyai ciri iseydng berbeda
dengan kaidah hukum lain. Secara kualitatif, hukekenomi pada awal
kemerdekaan Republik Indonesia mengalami  perubahdalam
perkembangannya. Prses ini berjalan terus sehingggadi disiplin ilmu
tersendiri, meskipun masih ada saling tarik-menantara ilmu hukum dan
ilmu ekonomi. Pada masa Orde Lama belum banydkep#angan dalam
bidang pembangunan ekonomi, pada waktu itu peranepstah lebih
menonjol dalam bidang pembangunan politik daripggembangunan
ekonomi. Pada masa Orde Lama, Indonesia menerak&bijaksanaan
ekonomi yang tertutupifword oriented) Prinsip berdiri diatas kaki sendiri
(berdikari) dan kebijakan untuk tidak menerima bantuan daralpituar
mengakibatkan ekonomi nasional mengalami stagn&srekonomian
Indonesia di masa Orde Lama terisolasi dari duméa karena pemerintah
menerapkan system ekonomi tetutup, sehingga prédiiik ada kemajuan di
bidang pembangunan karena ketiadaan sumber damapsmbiayaan.57

&E—:—; LATIHAN
=

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai matexiadj
kerjakanlah latihan berikut!

1) Jelaskan hubungan antara hukum dan ekonomi dalameks
pembangunan ekonomi?

57 Sudarga Gautama, Segi-segi Hukum Internasipadh Masa Nasionalisasi di
Indonesia, PT Alumni, Bandung, 1975, halaman. &laBx Abdul MananpPeran
Hukum dalam Pembangunan EkonoRrenada Media Group, 2014, halaman. 27
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2) Jelaskan fungsi hukum sebagai kristalisasi daa telai yang tumbuh
dalam dinamika masyarakat!

Petunjuk Jawaban Latihan

1) Hukum dan Ekonomi berkaitan erat dimana yang sangan lainnya
saling mempengaruhi. Sejarah pertumbuhan ekonompdekembangan
hukum, diseluruh dunia menunjukkan hal itu.Suatukembangan
Ekonomi akan mempengaruhi peta hukum sebaliknyabpdan hukum
juga akan memberikan dampak yang luas terhadapekdiukum dan
Ekonomi merupakan dua subsistem dari suatu sistemmagyarakatan
yang saling berinteraksi satu sama lain.

Maksud dari fungsi hukum sebagai kristalisasii data nilai yang
tumbuh dalam dinamika masyarakat adalah hukum ngg@apn dan
merumuskan aspirasi yang berkembang sebelumnyagiiarakat.

Q RANGKUMAN
=

1) Pembangunan bertujuan untuk mengubah sesuatu yahgn bada
menjadi ada. Yang jelek diubah menjadi baik, dangy&ekurangan
menjadi kecukupan. Pembangunan dilakukan bukansédgjifisik atau
materi saja, melainkan juga membangun kualitas sianuJadi,
pembangunan bukan hanya membangun gedung, jalarurgan,
penghijauan, tetapi membangun orang menjadi pitesampil, disiplin,
berbudi luhur, dan sebagainya.

N
~

)

1)

|

2) Indonesia telah melaksanakan pembangunan nasiejakl ®hun 1969
yang dilakukan secara bertahap selama lima tahd@ansekarang telah
memasuki Pembangunan Lima Tahun (Pelita) VI. Dalaanis-Garis
Besar Haluan Negara (GBHN) 1993-1998, tujuan meskmad
pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan soasyarakat adil
makmur yang merata materiel dan spiritual berdasaifRancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kes&apublik
Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu daretbeukatan rakyat
dalam suasana perikehidupan bangsa yang amantatenttertib dan
dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang nkerdbersahabat,
tertib dan damai.
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3)

4)

% TES FORMATIF 1

1)

Hubungan antara hukum dan ekonomi merupakan hubuygag
berlawanan, ekonomi berjalan dengan sangat cepat fldksibel
sedangkan hukum berkembang lambat dan cenderung. Waiktara
Hukum dan Ekonomi berkaitan erat dimana yang sathgan lainnya
saling mempengaruhi. Sejarah pertumbuhan ekonompdekembangan
hukum, diseluruh dunia menunjukkan hal itu.Suatuk@mbangan
Ekonomi akan mempengaruhi peta hukum sebaliknyabaéan hukum
juga akan memberikan dampak yang luas terhadapoekdtukum dan
Ekonomi merupakan dua subsistem dari suatu sistemagyarakatan
yang saling berinteraksi satu sama lain.Dalam peatda demikian
hukum tidak hanya dipandang sebagai perangkat noammaa yang
bersifat otonom, tetapi juga sebagai institusi alogang secara nyata
berkaitan erat dengan berbagai segi sosial di malsya

Ditinjau dari segi fungsinya, maka fungsi hukumdtgat 2, yakni,
sebagai kristalisasi dari tata nilai yang tumbuhamia dinamika
masyarakat dan Sebagai rambu-rambu yang menentuka
perkembangan masyarakat yang ingin dicapai.

Pilinlah satu jawaban yang paling tepat!

Indonesia telah melakukan proses pembangunan @ésiang dimulai

pada tahun ...
A. 1969
B. 1970
C. 1971
D. 1972

2) Tujuan mengadakan pembangunan nasional adalah omwujudkan

suatu masyarakat adil makmur yang merata mateel spiritual
berdasarkan............

A. Pancasila saja

B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

C. Kepentingan Nasional

D. Perkembangan Masyarakat Global
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3)

4)

5)
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Berikut ini merupakan langkah-langkah hukum untwnoapai efisiensi
Ekonomi, Kecuali adalah ...

A.

B.
C.

D.

Pengurangan /menghilangkan hambatan yuridis dalamsaksi
ekonomi.

Pengurangan biaya transaksi dengan aturan yang baku
Penerapan sanksi secara tegas terhadap setiaggseiam aturan di
bidang ekonomi.

Peningkatan proses penyelesaian sengketa sechti @édm efisien
secara litigasi

Campur tangan Negara di bidang Ekonomi di Indonsalah satunya
dilakukan melalui ...

A.
B.
C.
D.

Politik Praktis legislasi

Melalui kebijakan organisasi internasional
Melalui tindakan represif

Politik Fiskal/Pajak

Arti fungsi hukum sebagai rambu-rambu yang meneamtularah
perkembangan masyarakat yang ingin dicapai adalah ...

A.

B.

C.

Sebagai bentuk tindakan represif aparatur ngarandahengatur
pembangunan.

Sebagai bentuk tindakan persuasif aparatur ngdeandmengatur
pembangunan

Hukum yang menentukan kemana nilai-nilai masyaraskan
diarahkan dalam arti kata dapat memberikan kepastikum dan
keadilan

Hukum yang menentukan kemana nilai-nilai masyara&kan
diarahkan dalam arti kata dapat memberikan kepabtigum.
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Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban desdif 1 yang
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawabyang benar.
Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetamgkat penguasaan
Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

Tingkat penguasaan Jumlah Jawaban yang Ben)g £00%
Jumlah Soal

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89&dbaik
70 - 79&6cukup
<%0= kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lehbiida dapat
meneruskan dengan Kegiatan BelajaBagus! Jika masih di bawah 80%,
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar lytéena bagian yang
belum dikuasai.
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KEGIATAN BELAJAR 2

Hukum Pidana dan Subjek Hukum Pidana

A. PENGERTIAN HUKUM PIDANA DAN TINDAK PIDANA
SERTA UNSUR-UNSURNYA

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidéata “Pidana”
berarti hal yang “dipindahkan”, vyaitu oleh instangang berkuasa
dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yadgk temak
dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-himpahkan. Tentunya ada
alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan ada balasaselayaknya ada
hubungan dengan suatu keadaan, yang ada di dalaseaseng oknum yang
bersangkutan bertindak kurang baik. Maka unsur timén” sebagai suatu
pembalasan tersirat dalam kata “pidana”. 58

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundashgagan
menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagaintatjan dari Strafbaar
feit'tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apg sebenarnya
dimaksud dengan perkataan “tindak pidana’terseBetkataan“feit” itu
sendiri di dalam bahasa belanda berarti “sebagi@nstiatu kenyataan”atau
“een gedeelte van de werkelijkheidedang“strafbaar” berarti “dapat
dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “tindakdapa’dapat
diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyatgang dapat
dihukum”,Yang sudah barang tentu tidak tepat, &katena kelak kita ketahui
bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah si@asebagai pribadi
dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakg®.A®. Lamintang,
2013: 181)

Istilah tindak pidana sebenarnya berasal daralstjlang terdapat dalam
hukum Belanda yaitiStrafbaar Feit. Istilah ini merupakan istilah resmi

58 Wirjono Prodjodikoro, 2003Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesandung :
Refika Aditama

Halamanl
59 P.A.F. Lamintang, 2018asar-DasarHUKUM PIDANA INDONESI|Aandung;

Citra Aditya Bakti, halaman 181
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dalamWetboek van StrafreclitVvS) Belanda dengan demikian berdasarkan
asas konkordasi. istilah ini juga terdapat dalamSWHindia Belanda yang
sekarang lebih kita kenal denganKitab Undang-Undahgkum Pidana
(KUHP). Di samping itu dikenal juga istiladtelict yang berasal dari bahasa
latin, yaknidelictum dalam bahasa Jerman disebelict, dan dalam bahasa
Perancis disebudelit, dan dalam bahasa Belanda diseatelict Sedangkan
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, @efict diberi batasan sebagai
berikut, “perbuatan yang dapat dikenakan hukumareria merupakan
pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidaba” 6

1. Unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan tindak pidana atau bukse dilihat dari unsur-
unsur. Karena apabila tidak memenuhi unsur-unswdak pidana, maka
suatu perbuatan tidak bisa dikategorikan sebagaiaki pidana. Adami
Chazawi menyebutkan rumusan-rumusan tindak pidarmentu dalam
KUHP maka diketahui delapan unsur tindak pidanguyéil
Unsur tingkah laku;
Unsur melawan hukum;
Unsur kesalahan;
Unsur akibat konstitutif;
Unsur keadaan yang menyertai;
Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut tinddéana;
Unsur syarat tambahan memperberat pidana;
Unsur tambahan untuk dapat dipidana.

Se@ "o a0 o

Unsur melawan hukum yang subyektif PAF Lamintangnyagakan
seorang dapat dijatuhi pidana apabila orang imhtehemenuhi unsur-unsur
tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUHPghkarpada umumnya
Pasal-Pasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsuwlainpidana yang pada
dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yelsur subjektif dan

60 Adami Chazawi, 200Relajaran Hukum Pidana ,1Jakarta: Raja Grafindo
Persada.halaman 67
61 Adami Chazawi, 200Relajaran Hukum Pidana ,1Jakarta: Raja Grafindo
Persada.halaman 81
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unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dan urasnsur objektif dapat

dijelaskan sebagai berikut62:

a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang nalglada diri si
pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelalan termasuk
kedalam yaitu segala sesuatu yang terkandung didladdinya. Adapun
yang termasuk dari unsur subjektif antara lain:

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa

2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan (pdegegerti
yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

3) Macam-macam maksud atau oogmerk.

4) Merencanakan terlebih dahulu.

5) Perasaan takut.

b. Unsur-unsur objektif yaitu unsur-unsur yang adaumgannya dengan
keadaan-keadaan, vyaitu didalam keadaan-keadaan riadakan-
tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Adapumsur obyektif
tindak pidana, antara lain :

1) Sifat melanggar hukum atau ederrechtilijkheid.

2) Kualitas diri si pelaku.

3) Kausalitas yaitu hubungan antara tindakan sebaggjigbab dengan
kenyataan sebagai suatu akibat .63

Menurut Wirjono Prodjodikoro terdapat dua unsuri darkum pidana.
Pertama, adanya suatu norma, yaitu suatu larangansaruhan (kaidah).
Kedua, adanya sanksancti§ atas pelanggaran norma itu berupa ancaman
dengan hukum pidana. Norma-norma ini ada pada saahdari bidang-
bidang hukum lain, yaitu bidang hukum tata negataafsrecht),bidang
hukum tata usaha negard(ministratief recht)dan bidang hukum perdata
(privaatrecht atau burgerlijk recht)64

62 P.A.F. Lamintang, 2018asar-DasarHUKUM PIDANA INDONESI|ABandung;

Citra Aditya Bakti, halaman 193

63 P.A.F. Lamintang, 2018asar-DasarHUKUM PIDANA INDONESI|Aandung;

Citra Aditya Bakti, halaman 194

64 Wirjono Prodjodikoro, 2003Asas-Asas Hukum Pidana di Indonedandung :
Refika Aditama

Halaman 13



® HKUM4311/MODUL 1 1.31

2.

Jenis Tindak Pidana
Jenis-jenis tindak pidana menurut Andi Hamzah diliad atas dasar-

dasar tertentu, sebagai berikut(Andi Hamzah, 206127) :

a.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) edidkan

antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku Il Balanggaran yang
dimuat dalam Buku lll. Pembagian tindak pidana raénj'kejahatan”

dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan daagr pembagian
KUHP kita menjadi Buku ke Il dan Buku ke Ill melaan juga

merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidadalain perundang-
undangan secara keseluruhan.

Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindd#&na formil

(formeel Delictendan tindak pidana mate(iMateriil Delicten) Tindak

pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskahwa larangan
yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatarerteert Misalnya
Pasal 362 KUHP vyaitu tentang pencurian. Tindak madeateril inti

larangannya adalah pada menimbulkan akibat yargadiyj, karena itu
siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulatang

dipertanggungjawabkan dan dipidana.

Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakamjadi tindak

pidana sengajal6lus delicteh dan tindak pidana tidak sengagalpose

delicter). Contoh tindak pidana kesengajaealQg yang diatur di dalam
KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUH#r(punuhan) yaitu
dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa oramgHasal 354
KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Padi #elalaian

(culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalaharglmjia Pasal 359
KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contaoimylai seperti
yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktigiip perbuatan
aktif juga disebut perbuatan materil adalah pe#douatuntuk
mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakarhtorang yang
berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dawpBan (Pasal 378
KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tingédtana murni
dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindgidana yang
dirumuskan secara formil atau tindak pidana yamdpp#asarnya unsur
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perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnyardiaiam Pasal 224,
Pasal 304 dan Pasal 552 KUHP. Tindak Pidana tidaknimadalah

tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindaknpigesitif, tetapi

dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak mpédgang mengandung
unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak begrbmisalnya diatur
dalam Pasal 338 KUHP.

Menurut Adami Chazawi Jenis-Jenis tindak pidanaatdibedakan atas

dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut 65:

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahataisdrijven)dimuat
dalam buku Il dan pekanggargavertredunggenjlimuat dalam buku
Il;

b. Menurut cara merumuskannya, dibedajan antara tindééna formil
(formed delictenilan tindak pidana materiimateriel delicten);

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antadakt pidana
sengaja (doleus delicten)dan tindak pidana tidak dengan sengaja
(culpose delicten)

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakatarantindak
pidana aktf/positif dapat juga disebut tindak pmlakomisi (delicta
commissionis)dan tindak pidangpasif/negatif), disebut juga tindak
pidana omis{delicta omissionis)

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, ndalgeat dibedakan
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindalapa terjadi dalam
waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antaraktipidana umum
dan tindak pidan khusus;

g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedalkemara tindak
pidanacommunia(delicta communiayang dapat dilakukan oleh siapa
saja), dan tindak pidana proporia (dapat dilakukanya oleh orang
memiliki kualitas pribadi tertentu);

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam halnpgae, maka
dibedakan antara tindak pidana biagpoWwne delicten)dan tindak
pidana aduark{acht delicten)

65 Adami Chazawi, 200Relajaran Hukum Pidana ,1Jakarta: Raja Grafindo

Persada.halaman 121
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i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamksaka dapat
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokeknyoudige delictgn
tindak pidana yang diperberagegualificeerde delictgndan tindak
pidana yang diperingagépriviligieerde delicten)

j- Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, mak@dak pidana
tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentirggaum yang
dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa tizbuh, terhadap
harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pitlshadap nama baik,
terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi wsuarangan,
dibedakan antara tindak pidana tunggahk{elvoudige delictenilan
tindak pidana berangkasgmegestelde delicten)

Berikut pendapat para ahli mengenai tindak pidama disebutkan
mengenai unsur-unsurnya. Golongan pertama adalalekane yang
dikategorikan dalam “aliran monolistik”, hal iniufigakapkan D. Simons
dikutip oleh Sudarto dalam bukunya (Sudarto, 2063:70). Sudarto
mengungkapkan bahwatrafbaar feit adalah &en strafbar gestelde
onrechmatige met schuld verband staande handeling van een
toerekeningsvatbaar persbnArtinya suatu tindakan atau perbuatan yang
diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertg@rtadengan hukum
dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yaramnpu
bertanggungjawab).

Kemudian Van Hamel juga mengungkapkan baktrafbaar feitadalah
“een weetelijk amschreven menschelijke gedragingcbmatig, starwardig
en aan schuld te wijténArtinya perbuatan manusia yang dirumuskan dalam
undang-undang yang melawan hukum, dilakukan dergealahan, dan
patut dipidana.

Sedangkan menurut Moeljanto sebagaimana dikutigh dbudarto
(Sudarto, 2013: 67-70) mengungkapkan perbuatan ety suatu aturan
hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dpkda itu diingat bahwa
larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatdderaatau kejadian yang
ditimbulkan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancapmananya ditujukan
kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Pandangan dualistis, membedakan pemisahan antarandinya suatu
perbuatan dengan sanksi ancaman pidanaifal actatauactus reuy dan
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dapat dipertanggungjawabkannya si pembuwainf{nal responsibilityatau
adanyamens rea
Agar suatu pebuatan memenuhi syarat-syarat untskbdi sebagai
tindak pidana, maka harus memenuhi beberapa ubslam setiap tindak
pidana atau perbuatan pidana pada umumnya dapgakérkan menjadi dua
macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur olfjekinsur subjektif
adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku yaag berhubungan dengan
diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu lsegsesuatu yang
terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objelfallah unsur-unsur
yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan ydalgnaiya harus
dilakukan oleh si pelaku66. Dalam KUHP juga sudaelilitkan mengenai
unsur objektif dan subjektif.
a. Unsur Objektif
Dalam buku Leden Merpaung mengenai asas teori ikrdkikum
pidanamenguraikan mengenai unsur-unsur objektégatberikut:
1) Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objaktilah
sebagai berikut:
a) Act adalah perbuatan aktif yang disebutdengan péanu
positif; dan
b) Ommision adalah tidak aktif berbuat dan disebuéjpgrbuatan
negatif.

2) Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan manusia.
Erat hubungannya dengan kausalitas, akibat yangkdind adalah
membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kegantiyang
dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badamekgekaan,
hak milik atau harta benda, atau kehormatan.

3) Keadaan-keadaan.
Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas:
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; dan
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

66 P.A.F. Lamintang, 2018asar-DasarHUKUM PIDANA INDONESI|ABandung;
Citra Aditya Bakti, halaman 193
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4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

5) Berkenaan dengan alasan-alasan yang membebasiakviardari
hukuman. Sifat melwan hukum bertentangan denganrhulgakni
berkenaan dengan larangan atau perintah67

b. Unsur subjektif

Mengutip pendapat Leden Marpaung dalam bukunya t&sas praktik
hukum pidana yang menguraikan unsur-unsur subjsgtifgai berikut:
1) Kesengajaan.

Menurut para pakar, ada tiga bentuk kesengajaétn; ya

a) Kesengajaan sebagai maksud;

b) Kesengajaan dengan sadar kepastian; dan

c) Kesadaran dengan sadar kemungkinan (dolus eves)tuali

2) Kealpaan.
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringampada
kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu:
a) Tidak berhati-hati; dan
b) Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu68

3. Unsur Sifat Melawan Hukum
Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifektif adalah sifat
melawan hukum. Hal ini dikaitkan dengan asas lemlyang tersirat pada
Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam bahasa Belanda meldwukom itu adalah
wederrechtlijk Dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidarmabpatuk
undang-undang menjadikan sifat melawan hukum séba@gam tertulis69
Untuk dapat dipidananya seorang yang telah melaktkaak pidana
ada ketentuan di dalam hukum acara yaitu:
1. Tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan hditusktikan; dan

67 Leden Marpaung, 2009, Asas Teori Praktek Hukudara, cetakan ke enam,
Jakarta Sinar Grafika, halaman 7

68 Leden Marpaung, 2009, Asas Teori Praktek Hukudara, cetakan ke enam,
Jakarta Sinar Grafika, halaman 7

69 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Piddendung : Penerbit Nusa
Media, halaman 67
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2. Tindak pidana itu hanya dikatakan terbukti jika ne@womhi semua unsur
yang terdapat didalam rumusannya tertulis 70

Dikatakan selanjutnya bahwa jika unsur melawan hukiengan tegas
terdapat didalam rumusan delik, maka unsur ini $idibuktikan, sedangkan
jika dengan tegas unsur melawan hukum tidak dicakéum maka tidak perbu
dibuktikan.

Berdasarkan paham-paham sifat melawan hukum, doktembedakan
sifat melawan hukum sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuataelawan hukum
apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam grdiagiang. Jadi,
menggunakan literatur hukum yang tertulis; dan

2. Sifat melawan hukum materiil, yaitu terdapat sysg¢ubuatan melawan
hukum walaupun belum diatur dalam undang-undangqd&@annya
memakai asas umum yang terdapat dalam lapangamfidku

4. Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan dalam bahasa Belanda disebut desoyautd juga
merupakan unsur utama suatu tindak pidana, yandaitem dengan
pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannymagek perbuatan
pidana atau tindak pidana. Unsur kesalahan demii@ringnya sehingga
ada adagium terkenal, yaitu “tiada pidana tanpeaalaban” yang dalam
bahasa Belanda adalage€en strarf zonder schuldTerdapat juga adagium
“actus non factim reum, nisi mens sit rgamng artinya perbuatan tidak
membuat orang bersalah, kecuali jika terdapat sban yang salah, jadi
batin yang salah ataquality mind atau mens reainilah kesalahan yang
merupakan sifat subjektif dari tindak pidana, kareerada dalam diri pelaku
72

Dibawah ini akan dijelaskan pendapat dari pakauhukidana tentang
kesalahangchuld yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawalzmaj
yaitu:

70 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidd@endung : Penerbit Nusa
Media, halaman 67-68

71 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidd@endung : Penerbit Nusa
Media, halaman 71-72

72 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Piddendung : Penerbit Nusa
Media, halaman 77
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1. Metzger
Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang membedkaar untuk
adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukunmgida

2. Simons
Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis terfsada seseorang
yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungtaraakeadaan
tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yangrikida rupa hingga
orang itu dapat dicela karena melakukan perbuathadg.

3. Van Hamel
Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertiaikolpgis,
berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwygudnsur-unsur
delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah petaggawaban dalam
hukum.

4. Pompe
Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena leslaimsanya sifat
melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yangifagrmelawan
hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yangibenigan dengan
kehendak pelaku adalah keslahan.

5. Moeljatno
Orang dikatakan memiliki kesalahan, jika daia pagktu melakukan
perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat tddjgla karenanya
yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikasyarakat,
padahal mampu mengetahui makna jelek perbuatebtarg3

B. TINJAUAN MENGENAI SUBJEK HUKUM TINDAK PIDANA

1. Manusia Sebagai Subjek Tindak Pidana

Manusia adalah pendukung hak dan kewajiban. Lazindafam hukum
dan pergaulan hukum dikenal dengan istilah subjgkuim dan pergaulan
hukum dikenal dengan istilah subjek hukusuljectum juris (Chidir Ali,
2005: 4). Subjek hukum merupakan salah satu peaggrokok dan bentuk

73 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Piddendung : Penerbit Nusa
Media, halaman 78-80
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dasar yang dapat dipelajari oleh teori hukum, kariém pertanyaan apa itu

subjek hukum merupakan persoalan teori hukum yeiwi hukum positif,

artinya teori yang hanya dapat diuraikan bertali@mgan hukum positif.

Teori hukum tersebut tidak menghendaki penggamb&eatang isi dari

sesuatu hukum positif dan tidak mempersoalkanddaar isi hukum itu

tetapi berhasrat memahami bentuk-bentuknya, kemudiEmbuat gambaran
tentang fakta-fakta dan unsur-unsuryang akan d#gedbahan oleh hukum

dan ilmu pengetahuan untuk membangaun sistemnyidi(@iti, 2005: 5).
Menurut Paul Schelton yang dikutip oleh Chidir Afiengungkapkan

bahwa manusia adalah orangefsoon dalam hukum, kata-kata ini

mengandung dua pengertian yaitu:

a. Manusia dalam hukum sewajarnya diakui sebagai penlgak atas hak-
hak subjektif dan sewajarnya diakui sebagai pihtaki gpelaku dalam
hukum objektif. Di sini perkataan “manusia” bagkbm memiliki nilai
etis. Yang menjadi persoalan ialah suatllen dan juga dinyatakan
sebagai suatu asas hukum. Dengan demikian hahimg yuga menjadi
dasar arti pengertian yang kedua;

b. Dalam hukum positif manusia merupakaersoonadalah subjek hukum,
mempunyai wewenang. Dalil ini mengandung petunjirkatha tempat
manusia dalam sistem hukum dan dengan demikianatdikgn suatu
kategori hukum (Chidir Ali. 2005: 5).

Maka dapat disimpulkan bahwa pertama, subjek huilturadalah yang
berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam mmukbjectif dan yang
kedua, subjek hukum dalam hukum positifadalah ofpagsoon.

Rumusan tindak pidana dalam buku kedua dan ketlgelK biasanya
dimilai dengan kata “barang siapa’. Hal ini mengamgl arti bahwa yang
dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindalar@ pada umumnya
adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dgpathkan sesuai
dengan pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidarajapa, pidana
kurungan, pidana denda dan pidana tambahan mengemeabutan hak, dan
sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai padimnya manusia
ataupersoon74

Memang pandangan klasik berpendapat bahwa suhjelakti pidana
adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan gsbpengurus atau

74 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Piddendung : Penerbit Nusa
Media, halaman 54
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komisaris suatu badan hukum. Namun, menurut peraagdn zaman subjek
tindak pidana dirasakan perlu diperluas termaswabaukum. Tentu saja
bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diteaafepada badan hukum,
kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadigoens atau komisaris
badan hukum75

Jika mencermati ketentuan KUHP yang masih mengasas umum
bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukanatetnusia atau
naturlijke persoon sehingga apabila ada badan hukum atau korporasi
melakukan perbuatan pidana, maka yang berkedudsédaagai pelaku atau
dader adalah pengurus korporasi (manusia). Hathiatsdapat diketemukan
dalam ketentuan pasal 59 KUHP yang menetukan bahwa:

“Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentykdana terhadap
pengurus, anggota-anggota pengurus atau komisamsshris, maka
pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikumpra melakukan
pelanggaran tidak dipidana”.

Dengan demikian dalam ketentuan KUHP pada rumusaal»9 dapat
dikatakan bahwa para penyusun KUHP dahulu dipehgaias $ocietas
delinquere non potestyaitu badan-badan hukum tidak dapat melakukan
perbuatan pidana. Oleh sebab itu, korporasi atalarb&ukum tidak dapat
ditetapkan sebagadéde) tindak pidana, sehingga kesalahan yang ada pada
korporasi menjadikan kesalahan para pengurus kaspoHal ini terjadi
karena KUHP masih berpedoman kepada bakiade)) tindak pidana hanya
dapat dilakukan oleh manusia.

b. Korporas Sebagai Subjek Tindak Pidana

Pengakuan korporasrechts persoon sebagai subjek hukum pidana
penuh dengan hambatan-hambatan teoritis, tidakrtsgumngakuan subjek
hukum pidana pada manusia. Terdapat dua alasanaperkpndisi tersebut
dapat terjadi. Pertama, begitu kuatnya pengarut fi&si yang dicetuskan
oleh Von Savigny, yakni kepribadian hukumsebagaiakean-kesatuan dari
manusia merupakan hasil suatu khayalan. Kepriba#ibenarnya hanya ada
pada manusia (Hamzah Hatrik, 1996: 30). Kedua, mdeminannya asas
societas delinquere non potgstng berarti bahwa badan-badan hukum tidak
dapat melakukan tindak pidana. Asas ini merupakasil lpemikiran dari

75 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Piddendung : Penerbit Nusa
Media, halaman 55
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abad ke-19, dimana kesalahan menurut hukum pidafedu sdisyaratkan

dengan sesungguhnya hanya kesalahan dari manhgigge erat kaitannya

dengan individualisasi KUHP 76
Dalam perkembangannya, dua alasan diatas lama &afanmulai

melemah pengaruhnya. Hal ini dapat dibuktikan deregtanya usaha untuk

menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dalarmumukidana, yaitu
adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya. aUdansebut
dilatarbelkangi oleh fakta bahwa tidak jarang kegso mendapat keuntungan
yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukam glengurusnya. Begitu
juga dengan kerugian yang dialami oleh masyara&ag ydisebabkan oleh
tindakan-tindakan pengurus korporasi. Oleh karemlaith dianggap tidak
adil bila korporasi tidak dikenakan hak dan kewajibseperti halnya
manusia.77

Berikut adalah tahap-tahap perkembangan korporasagmi subjek
hukum dalam hukum pidana, yaitu:

1) Tahap pertama ditandai dengan adanya usaha-usahsifag delik yang
dilakukan oleh korporasi dibatasi pada peroran§ajak KUHP tahun
1886 dibentuk, pembuat undang-undang telah mulamasekkan
larangan-larangan dan perintah-perintah terhadap pengurus yang
bertanggung jawab, berupa kewajiban-kewajiban dalbeberapa
peraturan dan undang-undang khusus tertentu, demg&sud supaya
mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan perqteraturan tersebut
terhadap badan atau perusahaan yang dipimpinnyda Rdhap ini,
pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibamgysebenarnya
merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakarabggungjawab.

2) Tahap kedua ditandai dengan pengakuan yang tingsudah Perang
Dunia | dalam perumusan undang-undang, bahwa gimatak pidana
dapat dilakukan oleh korporasi. Namun, tanggungafwntuk itu
menjadi beban dari pengurus korporasi.

76 Mahrus Ali, 2011,
77 Mahrus Ali.2013Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana Koruysgyakarta.
Ull Press, halaman 66
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3) Tahap ketiga merupakan permulaan adanya tangguvap j&orporasi.
Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntotp&rasi dan
meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana.78

&E—:—; LATIHAN
=

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai matexiadj
kerjakanlah latihan berikut!

1) Apa yang dimaksud dengan tindak pidana?
2) Sebutkan jenis subjek hukum dalam ranah hukum pizlan

Petunjuk Jawaban Latihan

1) Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang diruarusilalam
undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidara dilakukan
dengan kesalahan.

Subjek hukum dalam ranah hukum pidana adalah yangma adalah
person atau perseorangan tanpa alasan pemaafdgnkgdna adalah
korporasi.

<§ RANGKUMAN

1) Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pid#iada
“Pidana” berarti hal yang “dipindahkan”, yaitu olehstansi yang
berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebadaiahg tidak
emak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehardhanpahkan.

) lIstilah tindak pidana sebenarnya berasal darialstiyang terdapat
dalam hukum Belanda yaitGtrafbaar Feit.Istilah ini merupakan
istilah resmi dalamWetboek van StrafreciiVvS) Belanda dengan
demikian berdasarkan asas konkordasi.

3) Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang diruarusttalam

undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidamadilakukan
dengan kesalahan.
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4) Perbuatan dikategorikan tindak pidana atau bukaa Wilihat dari
unsur-unsur. Karena apabila tidak memenuhi unsswurtindak
pidana, maka suatu perbuatan tidak bisa dikategordebagai tindak
pidana.

5) Jenis-jenis tindak pidana apabila ditinjau dari $8dgHP dapat terbagi
yakni dalam Buku Il dan Il yakni Pelanggaran dagjdtatan. Selain
itu, dapat juga terbagi dengan dolus dan culpaatinpidana formil
dan materil.

6) Melawan hukum merupakan unsur utama dalam menemtajzakah
suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bulkbatawan
hukum terbagi atas melawan hukum formil dan mat&dlam jenis
melawan hukum materil terbagi lagi menjadi melalwakum materil
dalam fungsi positif dan melawan hukum dalam fumggjatif.

7) Unsur kesalahan dalam bahasa Belanda disebut decbaid juga
merupakan unsur utama suatu tindak pidana, yarigpibeen dengan
pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannyamadak
perbuatan pidana atau tindak pidana. Unsur kesalatemikian
pentingnya sehingga ada adagium terkenal, yaiadétipidana tanpa
kesalahan” yang dalam bahasa Belanda adaialen' strarf zonder
schuld. Terdapat juga adagiumattus non factim reum, nisi mens sit
rea’ yang artinya perbuatan tidak membuat orang bahsakecuali
jika terdapat sikap batin yang salah, jadi batingyaalah ataquality
mind ataumens reainilah kesalahan yang merupakan sifat subjektif
dari tindak pidana, karena berada dalam diri pelaku

8) Subjek hukum dalam ranah hukum pidana adalah p@ngdondu dan
korporasi.

% TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1) Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundasfepgan
menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagainet@an dari
A. Strafbaar Feit
B. Weetbook Van Kopelhandle
C. Meanrea
D. Reus Actus
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2) Berikut ini merupakan unsur-unsur tindak pidana wnen Andi
Hamzah, Kecuali:
A. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
B. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
C. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
D. Unsur melawan hukum yang subyektif

3) Suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuataebier sudah
diatur dalam undang-undang. Hal tersebut merupgbamgertian
dari...

A. Melawan hukum materil dalam fungsi positif
B. Melawan hukum formil
C. Melawan hukum materil dalam fungsi negatif
D. Melawan hukum formil

4) Apa arti dari adagium darattus non factim reum, nisi mens sit'feéa
A. Tiada pidana tanpa undang-undang
B. Hukum pidana tidak berlaku surut
C. Tiada pidana tanpa kesalahan
D. Terdapat pidana jika ada undang-undang yang memgatu

5) Buku 11l dalam KUHP Indonesia mengatur jenis tingadana ...

A. Pelanggaran
B. Denda

C. Percobaan
D. Kejahatan
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Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban desdif 2 yang
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawabyang benar.
Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetamgkat penguasaan
Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

Tingkat penguasaan Jumlah Jawaban yang Ben)g £00%
Jumlah Soal

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89&dbaik
70 - 79&6cukup
<%0= kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lehbiida dapat
meneruskan dengan modul selanjutngagus! Jika masih di bawah 80%,
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar Rjtéena bagian yang
belum dikuasai.
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